
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1927, 2014 KEMENHUB. Jam Kerja. Hari. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 90 TAHUN 2014

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan
menjamin efektivitas, efisiensi, serta kenyamanan
dalam bekerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan, perlu mengatur kembali ketentuan jam
kerja dan daftar hadir pegawai sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37
Tahun 2012 tentang Jam Kerja dan Daftar Hadir
Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Hari dan Jam Kerja di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
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Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 164);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5258);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang
Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun
2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1113);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG HARI
DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hari Kerja adalah hari yang ditentukan untuk bekerja secara formal.

2. Jam Kerja adalah waktu yang ditentukan untuk bekerja secara formal.

3. Jam Kerja Normatif adalah sejumlah waktu yang dipergunakan untuk
bekerja secara normal dalam satu hari.

4. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara efektif dipergunakan
untuk berproduksi atau menjalankan tugas, yaitu jam kerja dikurangi
waktu kerja yang hilang atau luang karena tidak bekerja.

5. Daftar Hadir adalah naskah dinas yang dipergunakan untuk mencatat
dan mengetahui kehadiran Pegawai.

6. Aparatur Sipil Negara Kementerian Perhubungan yang selanjutnya
disingkat ASN Kementerian Perhubungan adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada Kementerian Perhubungan.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Perhubungan yang
selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di lingkungan
Kementerian Perhubungan dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan yang selanjutnya
disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian
Perhubungan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian
Perhubungan.

10. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan agar setiap Pegawai mengetahui dan
melaksanakan ketentuan hari kerja, jam kerja, dan daftar hadir.

(2) Peraturan ini bertujuan agar semua Pegawai melaksanakan tugas
jabatan dan berprestasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

BAB III

HARI DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu

Wewenang Pembinaan

Pasal 3

(1) Menteri berwenang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan ketentuan hari kerja dan jam kerja Pegawai di
lingkungan Kementerian Perhubungan.

(2) Menteri mendelegasikan wewenang pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat eselon
I/Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan unit kerja masing-masing.

(3) Pejabat eselon I dapat memberikan kuasa wewenang pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat
eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan unit kerja masing-masing.

Bagian Kedua

Hari Kerja

Pasal 4

Hari kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan
dilaksanakan selama 5 (lima) hari setiap minggu, dan dimulai pada hari
Senin sampai dengan hari Jumat.

Bagian Ketiga

Jam Kerja

Pasal 5

Jam kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan
meliputi:

a. jam kerja normatif; dan

b. jam kerja efektif.
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Pasal 6

(1) Pegawai wajib memenuhi jumlah jam kerja normatif yaitu selama 7,5
(tujuh setengah) jam dalam 1 (satu) hari, dan selama 37,5 (tiga puluh
setengah) jam dalam 1 (satu) minggu.

(2) Pegawai masuk bekerja dengan ketentuan:

a. jam masuk bekerja dimulai pukul 07.00 waktu setempat sampai
dengan pukul 08.30 waktu setempat;

b. jam pulang bekerja:

1) Senin – Kamis dimulai pukul 15.30 waktu setempat sampai
dengan pukul 17.00 waktu setempat; dan

2) Jumat dimulai pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan
pukul 17.30 waktu setempat;

c. jam istirahat:

1) Senin – Kamis dimulai pukul 12.00 waktu setempat sampai
dengan pukul 13.00 waktu setempat; dan

2) Jumat dimulai pukul 11.30 waktu setempat sampai dengan
pukul 13.00 waktu setempat.

(3) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pegawai masuk kerja lambat, apabila masuk bekerja setelah pukul
08.30 waktu setempat.

(2) Pegawai pulang kerja cepat apabila:

a) masuk bekerja pukul 07.00 dan pulang bekerja hari Senin –
Kamis sebelum pukul 15.30 waktu setempat dan hari Jumat
sebelum pukul 16.00 waktu setempat;

b) masuk bekerja pukul 08.30 dan pulang bekerja hari Senin –
Kamis sebelum pukul 17.00 dan hari Jumat sebelum pukul 17.30
waktu setempat; dan

c) masuk bekerja lebih dari pukul 07.00 sampai dengan kurang dari
pukul 08.30 waktu setempat, dan pulang dari bekerja sebelum
mencapai jumlah waktu kerja normatif 7,5 (lima setengah) jam
perhari dan waktu istirahat pada hari dimaksud, dihitung dari
waktu datang masuk bekerja sampai dengan pulang dari bekerja.


